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ABSTRAK

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Kerja Pegawai Dalam
Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purbaratu Kota
Tasikmalaya dengan indikator: kemapuan kerja pegawai, hasil kerja pegawai, kepuasan
pelayanan yang di hasilkan pegawai, dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan
penghambat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Jenis Penelitian yang
digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah Analisis Data
Model Interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive
sampling. Hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa efektivitas kerja
pegawai dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan
Purbaratu Kota Tasikmalaya dari segi kemampuan kerja pegawai sudah baik, hasil kerja
pegawai belum sesuai keinginan masyarakat, dan kepuasan pelayanan yang dihasilkan
pegawai belum memuaskan, dikarenakan faktor penghambat gangguan jaringan internet,
pemadaman listrik dan perilaku pegawai dalam melayani masyarakat yang belum maksimal.

Kata Kunci: Efektivitas kerja, pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Secara teoritis otonomi daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,
karena dengan adanya otonomi daerah kesetaraan posisi tawar antara pemerintah
daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna
jasa dapat meningkatkan kualitasnya. Akan tetapi, secara empiris dibeberapa
Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengetahui kualitas pelayanan
publik maka diperlukan standar pelayanan untuk dijadikan pedoman. Dalam
konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, standar
pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
berkualiatas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin
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berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki
hak untuk dapat diberikan pelayanan. Untuk merealisasikan hak-hak masyarakat,
maka dituntut efektivitas yang baik dari instansi pemerintah. Permasalahan yang
hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat
dengan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik adalah efektivitas kerja
aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan. Efektivitas merupakan unsur
pokok dalam aktivitas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam perencanaan dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Menurut Yeremis T.Keban (2004:140) suatu organisasi dapat dikatakan efektif
kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi organisasi
tercapai yaitu nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari
organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, keberhasilan tugas pemerintah
dalam pembangunan nasional banyak tergantung pada kerja dan kemampuan
pegawai negeri. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa kedudukan dan
peranan pegawai negeri sangat penting dan menentukan keberhasilan
pembangunan nasional.

Dengan adanya upaya peningkatan kinerja pegawai maka akan memberikan
dorongan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja dalam organisasi
merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Untuk itu seluruh pegawai dituntut untuk dapat memberikan kontribusi
terbaiknya melalui wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang
memantapkan aparatur sebagai abdi negara yang melayani kepentingan publik.
Sehingga diperlukan birokrat yang mampu membangun aparat sipil negara yang
memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga
bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang
berkualitas bagi masyarakat.

Kecamatan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya
otonomi daerah. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kecamatan berhadapan
langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan prima, maka Kantor
Kecamatan Purbaratu sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan nasional.
Dengan kata lain, Kantor Kecamata Purbaratu harus menjadi suatu organisasi yang
mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan
kecamatan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau
meneruskanaspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk
ditindak lanjuti.

Jika ditinjau dari visi Kantor Kecamatan Purbaratu yaitu “Berlandaskan Iman
dan Takwa Kecamatan Purbaratu Sejahtera, Maju Dalam Bidang Pertanian Tanaman
Pangan dan Menjadi Sentra Industri Mendong”. Maka intensifikasi efektivitas kerja
pegawai menjadi salah satu fokus utama yang perlu ditingkatkan guna mewujudkan
visi tersebut, maka langkah yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Purbaratu
adalah tidak hanya mencakup peningkatan kompetensi profesionalitas pegawai,
tetapi juga memperbaiki fasilitas yang ada serta meningkatkan kerja sama antar
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pegawai. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik, karena selama ini efektivitas kerja pegawai dalam
memberikan pelayanan publik dinilai belum cukup optimal sehingga membawa
konsekuensi terhadapkualitaspelayanan.

Berdasarkan penjelasan diatas serta penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
di Kantor Kecamatan Purbaratu menunjukan efektivitas kerja pegawai dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik belum berjalan maksimal. Dalam hal ini
dapat dilihat dari kedisiplinan pegawai yang hanya datang tepat waktu namun
lambat dalam membuka jasa pelayanan sehingga masyarakat harus menunggu lebih
lama. Selanjutnya adanya rasa ketidakpuasan pegawai dalam bekerja serta rasa
ketidakpuasannya masyarakat terhadap hasil kerja maupun kesopanan yang
diberikan oleh pegawai. Kemudian terbatasnya sarana dan prasarana seperti
komputer, printer maupun gedung, jaringan internet yang tidak stabil, serta jaringan
listrik yang sering padam juga membuat terganggunya pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Moenir (dalam Pasolong 2013:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut
Kotler dalam Sampara (dalam Sinambela 2010:4) pelayanan adalah suatu kegiatan
atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Bentuk
Pelayanan Publik Pemerintah telah mengatur tentang bentuk pelayanan publik
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan
pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan warga negara.

Undang-Undang diatas membagi bentuk pelayanan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa dan atau pelayan administrative yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Menurut Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 ada
tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintahan serta BUMN/BUMD.
Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan
serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu: Jenis pelayanan administratif adalah
jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian,
pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya secara
keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa misalnya sertifikat, ijin-ijin,
rekomendasi, keterangan, dan lain-lain. Misalnya jenis pelayanan sertifikat tanah,
pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran,
dan akte kematian).

Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk
distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau
individual) dalam suatu sistem Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan
prudik akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau benda yang memberikan nilai
tambah secara lansgung bagi penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik,
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pelayanan air bersih, pelayanan telepon.Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan
yang diberikan oleh unit pelayanan yang berupa sarana dan prasarana serta
penunjangnya. Pengoprasiannya berdasarkan suatu sistem pengoprasian tertentu
dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi
penerimannya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu.
Misalnya, pelayanan angkutan darat, laut dan wudara, pelayanan kesehatan,
pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

Kualitas Pelayanan Publik“Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang
menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk
menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau
spesifikasinya” (Harbani Pasolong 2013:132). Oleh karena itu, kualitas
penyelenggaraan layanan publik merupakan salah satu referensi yang dapat
digunakan oleh warga Negara. Penyelenggaraan layanan publik merupakan proses
yang sangat strategis karenadi dalamnya berlangsung interaksi yang cukup intensif
antara warga Negara dan pemerintah. Kualitas produk dan proses penyelenggaraan
layanan publik dapat diamati, dirasakan dan dinilai secara langsung oleh warga.
Pelayanan publik merupakan tanggung jawab peemerintah maka kualitas pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ini menjadi salah satu indikator suatu
pemerintahan.

METODE

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka dapat di kategorikan
bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif
bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Penulis menggunakan
fokus penelitian untuk membatasi dan memenuhi kriteria suatu informasi yang
diperoleh dilapangan sehingga mendukung penelitian. Adapun yang menjadi fokus
penelitian dari skripsi yang berjudul “Efektifitas kerja pegawai dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Purba ratu Kota
Tasikmalaya” yaitu: Efektivitas kerja pegawai :Kemampuan kerja pegawai (Input)
Hasil kerja yang dicapai oleh pegawai (Output) Tingkat kepuasan pelayanan yang
dihasilkan pegawai (Outcome). Faktor pendukung dan penghambat efektivitas kerja
pegawai dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kantor Kecamatan
Samarinda Seberang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kerja Pegawai Efektivitas kerja pegawai adalah suatu keadaan yang
menunjukkan tingkat keberhasilan pegawai dalam pencapaian kinerja pada
organisasi yang terdiri atas, kemampuan kerja pegawai (input), hasil kerja pegawai
(output) dan tingkat kepuasan pelayanan yang dihasilkan pegawai
(outome).Kemampuan Kerja Pegawai (Input) Kemampuan merupakan suatu
keahlian untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang
dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh pekerjaan
tersebut. Oleh sebab itu, karyawan yang memiliki kemampuan kerja yang tinggi
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akan dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi organisasi untuk segera maju dan
berkembang pesat, guna mengantisipasi kompetisi global.Suatu organisasi
pemerintahan daerah menurut adanya aparatur atau perangkat daerah yang
memiliki kemampuan dalam hubungan pekerjaan maka akan menghasilkan suatu
yang optimal. Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidakpuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan
salah satu cerminan ketidakmampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya
kinerja pemerintahan.

Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja
dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut. Berdasarkan seluruh hasil
wawancara dengan seluruh narasumber mengenai efektivitas kerja pegawai dalam
hal kemampuan kerja pegawai dapat dinilai bahwa kemampuan kerja pegawai
dalam mengerjakan pekerjaan sudah cukup baik karena pegawai memiliki
kemampuan serta keterampilan yang cukup dalam mengerjakan tugasnya. Pegawai
pun sudah berusaha memaksimalkan kemampuan serta keterampilan yang ada agar
masyarakat merasa puas. Namun, dalam mengerjakan tugasnya pegawai masih
terdapat beberapa hambatan yaitu, jaringan yang tidak stabil, listrik yang mengalami
penurunan kemudian banyaknya jumlah masyarakat yang mengantri, serta masih
adanya masyarakat yang kurang membawa persyaratan. Sehingga hal tersebut dapat
membuat keterlambatan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Hasil kerja Pegawai (Output) Hasil keja seorang individu dapat langsung diukur
secara efektif, melalui berapa jumlah yang dihasilkan (kuantitatif) maupun
bagaimana mutu pekerjaan (kualitatif). Sehingga hal ini dapat lebih memudahkan
organisasi memberi penilaian langsung. Hal ini pula yang menjadi dasar penulis
untuk melihat sejauh mana Efektivitas Kerja Pegawai dalam Upaya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purbaratu. Selanjutnya sebagaimana
pendapat yang diungkapkan oleh Mahmudi (2005: 92), mengatakan efektivitas
terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai. Semakin besar konstribusi output terhadapat pencapaian
tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dewasa ini dalam
menghadapi persaingan yang semakin ketat, sangat diperlukan adanya sumber daya
manusia yang berkualitas sehingga mampu menghadapi persaingan dan perubahan.
Sumber daya manusia yang berkualitas baik akan mampu berprestasi maksimal
melalui hasil kerja yang baik serta mampu memberikan perubahan yang berdampak
positif pada suatu organisasi. Maka, hasil kerja yang dimaksud dalam penelitian ini
ialah hasil kerja masing- masing atau seluruh pegawai dalam menyelesaikan tugas-
tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan dan hasil kerjanya dapat memberi
kepuasan dan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 34 Huruf (b) tentang
Pelayanan Publik, pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus
berperilaku cermat. Dengan demikian berdasarkan wawancara diatas maka dapat
dinilai bahwa masyarakat merasakan belum cukup puas dengan hasil yang
diberikan oleh pegawai, hal ini dikarenakan masih terdapatnya kesalahan
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pengetikan atau penginputan data penduduk. Masyarakat juga menilai bahwa
pegawai seharusnya bisa menghasilkan pelayanan lebih baik dari pada iniHasil kerja
yang dicapai oleh seorang aparatur suatu instansi yang menjalankan tugasnya dalam
kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome maupun
benefict-impact dengan penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempermudah
arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh
aparatur dengan penuh tanggung jawab akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja
yang efektif dan efesien.Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mangkunegara (2006:
121) menyatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan
kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk mencapai
tujuan organisasi.

Sejalan dengan yang dikemukakan A.S Moenir (2006:204) mengenai konsep
pelayanan yang efektif sebagai suatu pelayanan yang berkualitas adalah “Layanan
yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan
prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu”.Dengan demikian, berdasarkan dari
keseluruhan wawancara tersebut maka dapat dinilai bahwa efektivitas kerja pegawai
di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang terkait dengan hasil kerja pegawai, yaitu
pegawai belum memiliki hasil kerja yang maksimal karena masih terdapat pegawai
yang kurang memiliki kedisiplinan, kecermatan serta kurangnya kesungguhan
dalam melakukan pekerjaannya yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil kerja
yang pegawai berikan untuk masyarakat.

Tingkat Kepuasan Pelayanan Yang Dihasilkan Pegawai (Outcome ) Pelaksanaan
pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat berkaitan erat
dengan upaya untuk menciptakan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan
menurut Tjahya Supriatna (2003:27). Hal ini sebenarnya merupakan implikasi dan
fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur
pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat
menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana
negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan
pendirinya.Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa perilaku
pegawai Kecamatan Purbaratu belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari
kurangnya kesopanan dan keramahan pegawai kepada masyarakat. Seperti yang
diungkapkan oleh Moenir (dalam Tangkilisan 2005) agar pelayanan dapat
memuaskan orang atau kelompok orang yang dilayani, maka pelaku yang bertugas
harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu sebagai berikut: Tingkah Laku Cara
menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh
orang yang bersangkutan Waktu menyampaikan yang tepat Keramah tamahan.

Melihat dari hasil keseluruhan wawancara penulis dilapangan mengenai
kepuasan pelayanan yang dihasilkan pegawai Kecamatan Purbaratu dengan
beberapa narasumber menyatakan, tingkat kepuasan pelayanan yang dihasilkan
pegawai masih kurang hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, sarana dan
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prasarana yang belum memadai, kemudian yang menjadi faktor ketidakpuasan
lainnya dapat dilihat dari kurang gesitnya pegawai kemudian tidak cepat
tanggapnya pegawai kepada masyarakat, serta kurangnya kesopanan pegawai
dalam menyampaikan informasi. Namun, disisi lain mengenai perilaku pegawai
sebagian masyarakat merasa maklum bila ada pegawai yang kurang baik, sebagian
masyarakat menilai itu karena faktor perasaan pegawai yang sedang tidak baik
sehingga dalam memberikan pelayanan terkesan kurang baik.Faktor Pendukung dan
Penghambat Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Purbaratu.

Faktor Pendukung

Kerja Sama merupakan suatu perbuatan saling membantu atau suatu perbuatan
yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan
daripada orang-orang melakukan kerja sama ialah untuk mewujudkan apa yang
menjadi tujuan bersama mereka. Agar orang-orang yang bekerjasama itu dapat
mencapai tujuan maka perlu adanya hubungan yang baik. Berdasarkan dari
wawancara maka dapat diketahui bahwa efektivitas kerja pegawai dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Purbaratu sangat
terbantu dengan adanya koordinasi serta adanya pengawasan langsung yang
diberikan oleh Camat. Sistem yang berbasis Online E-government adalah
pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi oleh pemerintah dalam
pelayanan publik. Memanfatkan peluang dengan meningkatkan pelayanan publik
berbasis inovasi teknologi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelayanan.
Sementara pelaksanaan e- government juga memiliki kesempatan besar dalam
memberikan keterbukaan informasi publik dalam penyerapan anggaran.

Berdasarkan dari keseluruhan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan
narasumber diatas, maka dapat dinilai Kecamatan Purbaratu sangat terbantu dengan
adanya sistem online saat ini, namun hal itu akan menjadi penghambat apabila
terjadi penurunan listrik atau penurunan jaringan. Dengan adanya sistem online
maka diharapkan dapat memudahkan pekerjaan pegawai, sehingga dapat
meningkatkan efektivitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas kerja pegawai.
Faktor Penghambat Sarana dan Prasarana.

Menurut Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2004 standart pelayanan publik salah
satunya yaitu: Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan, apabila pelayanan dalam prakteknya yang diterima oleh
masyarakat sesuai keinginan atau harapan mereka, maka dapat dikatakan sudah
memuaskan. Namun, kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang
diinginkan atau diharapkan oleh masyarakat karena terbatasnya sarana dan
prasarana penunjang dalam pelayanan sehingga masyarakat kurang puas dengan
pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa banyak hal yang
menjadi penghambat dalam Efektivitas Kerja Pegawai dalam upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik yaitu dari segi sarana dan prasarana, seperti kurangnya
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komputer serta printer, tidak stabilnya jaringan dan masih seringnya listrik padam.
Hal-hal tersebut, jika terus berlanjut maka akan membuat terhambatnya peningkatan
kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Purbaratu. Kurangnya Kedisiplinan
Pegawai Disiplin kerja sangat penting sebagai penunjang dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, namun apabila disiplin kerja pegawai kurang tentu
saja akan menjadi penghambat dalam pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa kedisiplinan
kerja pegawai di Kantor Kecamatan Purbaratu masih kurang, karena pegawai hanya
tepat datang dan tepat pulang, namun tidak tepat waktu dalam melakukan
pelayanan, hal ini disebabkan karena masih banyaknya pegawai yang lebih memilih
mengobrol dengan pegawai lainnya dan bersantai diluar ruangan. Hal tersebut
diperkuat oleh Mangkuprawira (2007:122) yang berpendapat bahwa kedisiplinan
pegawai sangat mempengaruhi kinerja pegawai. Semakin disiplin semakin tinggi
produktivitas kerja pegawai

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa efektivitas kerja
pegawai dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan
Purbaratu Kota Tasikmalaya dari segi kemampuan kerja pegawai sudah baik, hasil
kerja pegawai belum sesuai keinginan masyarakat, dan kepuasan pelayanan yang
dihasilkan pegawai belum memuaskan, dikarenakan faktor penghambat gangguan
jaringan internet, pemadaman listrik dan perilaku pegawai dalam melayani
masyarakat yang belum maksimal.
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